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ANALISIS YURIDIS FINTECH DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN 
DANA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui konstruksi hokum 
fintech  lending dalam perjanjian peminjaman dana online menurut perspektif 
hokum perdata; b) untuk mengetahui tanggungjawab hukum para pihak dalam 
fintech lending peer to peer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode normative dengan jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif . 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Konstruksi hokum perjanjian fintech 
lending sesuai syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya 
terdiri dari 4 (empat syarat), yaitu; a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; b) 
Kecakapan melakukan perbuatan hukum; c) Adanya suatu hal tertentu; d) Adanya 
sebab yang halal. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan 
hasil penelitian mengenai tanggungjawab hukum para pihak dalam fintech lending 
peer to peer dijalankan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP 
Tanggal 27 September Tanun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan 
Digital (LKD). Jika para pihak melakukan wanprestasi dalam hal ini berupa; a) 
peristiwa Cidera Janji: Setiap peristiwa ataukeadaan yang ditetapkan; b) 
Kegagalan Pembayaran; c) Kewajiban lain Suatu tidak mematuhi ketentuan 
apapun dalam Dokumen Transaksi; d) Pernyataan Tidak Benar; e) Cidera Janji 
Silang (cross default); f)  Ketidakabsahan: (1) Pelaksanaan kewajiban berdasarkan 
Dokumen Transaksi tidak sah, dianggap tidak sah atau menjadi tidak sah. (2) tidak 
mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi atau 
menunjukkan maksud untuk tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu 
Dokumen Transaksi; g) Perubahan yang membawa kerugian material; h) 
Musnahnya Agunan. 
 









The objectives of this study are: a) to determine the legal construction of 
fintech lending in online fund lending agreements from a civil law perspective; b) 
to find out the legal responsibilities of the parties in peer to peer fintech lending. 
The approach method used in this research is the normative method with the type 
of research used is descriptive. 
The research results obtained are the legal construction of the fintech 
lending agreement based on the accordane with the Article 1320 of the Civil 
Code, including 4 (four conditions), namely; a) There is an agreement between 
the two parties; b) The ability to take legal actions; c) The existence of a certain 
thing; d) There is a cause that is lawful. Article 1338 of the Civil Code. Based on 
the results of research on the legal responsibility of the parties in peer to peer 
fintech lending, it is carried out based on Bank Indonesia circular letter No. 18/22 
/ DKSP dated 27 September 2016 concerning the Implementation of Digital 
Financial Services (LKD). If the parties default in this case in the form of; a) the 
event of Default: Any event or condition determined; b) Payment Failure; c) 
Other obligations A does not comply with any provisions in the Transaction 
Document; d) Statement of Not True; e) Cross default; f) Invalidity: (1) The 
implementation of obligations based on the Transaction Document is invalid, 
deemed invalid or invalid.g) Changes that bring material loss; h) Destruction of 
Collateral. 
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